DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta, Pembaruan,
2005.

Ali, Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika, 2008.

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Pt
Rajagrafindo Persada, 2014.

Anwar Khoirul dan Oetojo, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi
Pemerintah di Era Otonomi Daerah, SIMDA, Yogjakarta Pustaka Pajar,
2004.

D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin,
Prestasi Pustakarya, 2012.

Elina Aryanti, “ Implementasi Kebijakan Kependudukan di Kabupaten
Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)”
Dalam Jurnal Online Mahasiswa FISIP Volume 1 No.2-Oktober 2014.

Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka,
Jakarta, 2004.

H.Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit Mandar Maju,
Bandung, 2007.

H.M.Abdi Koro, Perlindungan Anak dibawah Umur, PT Alumni, Bandung,
2012.

Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media,
Bandung, 2011.

Lijan Poltak Sinambela,dkk.,Reformasi Pelayanan Publik: Teori,Kebijakan dan
Implementasi , PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta, Akademi
Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.

Martani dan Lubis, Teori Organisasi, Bandung, Ghalia Indonesia, 1987.

Saidus Syahar, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya
Ditinjau Dari Segi Hukum Islam, Bandung: Alumni, 1981.

Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni,
Bandung, 1983.



Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Bandung,
2009

Srinurbayanti Herni, Rofiandi Ronal, dan Novitarini Wini, Publikasi Hak
Masyarakat Dalam Bidang lIdentitas Cet 2, Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003.

Sudirman, Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Pelayanan, Primaki
Akademika, Bandung, 2002.

Suratman dan Pilips Dillah, Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, 2015.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 tahun 2002, tentang Perlindungan
Anak.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor.3 tahun 1997, tentang Pengadilan
Anak.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor.4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan
Anak.
Undang-undang Nomor. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 tahun 2016, Tentang
Kartu Identitas Anak.

o))


https://kependudukan.jogjaprov.go.id/fotohukum/53.pdf

